
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 59 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN UNGSI 
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERI KANAN 

Menin1bang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksa nakan ketentuan Pasal 5 P raturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentu kan dan 
Susunan Perangkat Daerah seba aimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ta ikmalaya 
Nomor 3 ahun 2 0 2 1 te tan g · r tl an Kedua tas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikm laya omor 7 Ta h un 20 16 tentang 
Pembentu a n an Susunan Perangk Daerah dan Pasal 93 
Pera u an Bupa i sik om or 3 9 Tahun 2 0 2 1 ten tang 
Kedudukan, Susun . Organisasi, Tugas da n Fung i erangkat 
Daerah, perlu meneta pkan P rat ran B pati Tasikmalaya 
tenta n g Tu gas a n ungsi Dinas Pertania n , K a nan Pangan, 
dan Perikanan; 

1. Un dan -Undang Nom or 14 Tah u n 1 50 tentan g P mbentukan 

Da erah-D erah Ka bupa ten Dalam Lin gku ngan Propinsi Djawa 

Barat (Berita N ara Repu blik n oneSIa ahun 1950), 

sebaga iman a t la d iub h dengan Un a g- ndang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pem ben tukan Kab paten Purwakarta 
dan Kabupaten Suban dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten DIan L·n gkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851) ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lemba ra n Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebaga imana telah diubah beberapa kali terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ta hun 2019 Nomor 187 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5 . Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerin tahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3) ; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daera h (Lem baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 20 16 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
k a li, terakhir denga n Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasik m a laya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

a tas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS 
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 
3 . Pemerintah Daera h a da la h Bupa ti sebagai unsur p enyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin p ela ksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4 . Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pa n gan, dan Perikanan Kabupaten 
Tasikmalaya. 

5. Kepala adalah Kepala Dinas Pertanian , Ketahanan Pangan, dan Perikanan 
Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit 
pelaksan a teknis daerah Dinas Pertania n , Ketahanan Pangan, dan Perikanan 
Kabupaten Tasikma laya. 

7 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawa b, wewenang dan h ak yang didasarkan 
pada keah lian danl a tau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisa si 

Pa sa1 2 

Susunan organisasi Din a s, t erdiri a tas : 
a. Kepala; 
b . Sekretariat, terdiri a tas: 

1. Subbagia n Peren canaan, Evaluasi da n Pelaporan; 
2. Subbagian Umum da n Kepegawaia n ; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultu ra dan Perkebunan, terdiri atas: 
1. Seksi Tanaman Panga n; 
2. Seksi Hortikultura; dan 
3. Seksi Perkebunan. 

d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas: 
1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan; dan 
2. Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani; 

e . Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas: 
1 . Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; 
2 . Seksi Pupuk Pestisida, Ala t dan Mesin Pertanian; dan 
3. Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian. 

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas: 
1. Seksi Perbibitan Ternak; 
2. Seksi Pakan dan Pengembangan Peternakan; dan 
3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas : 
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1. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan 
2. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;dan 
3. Seksi Distribusi dan Akses Pangan. 

h. Bidang Perikanan, terdiri atas: 
1. Seksi Perikanan Budidaya; 
2. Seksi Perikanan Tangkap; dan 
3. Seksi Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan. 

1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
J. Unit Pe1aksana Teknis Daerah. 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas dan Fungsi 

Paragra f 1 

Kepala Dinas 

Pasa1 3 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan , penetapan, m emimpin, mengoordinasikan dan 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Dinas dalam menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan perikanan serta 
pembinaan Unit Pe1aksana Teknis Daerah. 

(2) Dalam menyelengga rakan tugas pokok , Kepala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraa n perumusan kebijakan di b idang tana man pangan, 

hortikultura dan perkebunan, penyuluha n pertanian, saran a prasarana 
perta nian, peternakan dan keseh atan h ewan, ketahanan pangan dan 
perikanan; 

b. Penyelenggaraan pembinaan dan p engawasan tanaman pangan, 
hortikultura dan perkebun an, penyuluh an pertanian, sarana prasarana 
pertanian, petern akan dan keseh a tan h ewan , ketahanan pangan dan 
perikanan; 

C. Penye1enggaraan pembinaan dan pengolahan tanaman pangan, hortikultura 
dan perkebuna n, penyuluhan pertanian, saran a prasarana pertanian, 
peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan; 

d. Penyelenggaraan fasilitasi dan kerja sarna d i bidang tanaman pangan, 
hortikultura dan perkebunan, penyulu han pertanian, sarana prasarana 
pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan 
perikanan; dan 

e. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(3) Dalam menye1enggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman 

pangan, hortikultura dan perkebunan, penyuluhan pertanian, sarana 
prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan 
dan perikanan; 

b. Menyelenggarakan penyusunan program penyuluhan pertanian; 
C. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan program penyuluhan perikanan; 
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d. Menyelenggarakan pengembangan saran a pertanian, pangan dan 

perikanan; 
e. Menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian 

penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak; 
f. Menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan 

perikanan; 
g. Menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan; 
h. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit 

tanaman dan penyakit hewan/ikan; 
1. Menyelenggarakan koordinasi penanggulangan bencana alam; 
J. Menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 

dan perikanan; 
k. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan; 
l. Menyelenggarakan pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis pertanian dan 

perika nan; 
m. Menyelenggarakan perumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan 

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

n. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan 
pangan , kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 
penganekaragaman konsumsi dan kea manan pangan; 

o. Menyelenggarakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di 
bidang pertanian dan perikanan, ketersediaan pangan, kerawanan pangan, 
distribusi pangan, cada ngan panga n, penganekaragam an konsumsi dan 
keamanan pangan; 

p. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang 
perta nian dan perika nan, ketersediaan pa ngan, kerawanan pangan, 
distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan 
keamanan pangan; 

q. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasa n, evalu asi dan pelaporan 
penyelenggaraan di bidang pertanian , pangan dan perikanan; 

r. Menyelenggarakan u rusan kesekretariatan; 
s. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sarna dalam rangka tugas pokok 

dan fungsi Dinas; 
t. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah; dan 
u. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf2 
Sekretariat 

Pasal4 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan 
keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di 
lingkungan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai fungsi: 
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a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas; 
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; 

dan 
c . Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat; 
b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program 

Dinas; 
c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; 
d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja; 
e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 
hubungan masyarakat; 

J. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit 
kerja di Dinas; 

k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja 
pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan 
penyelenggaraan pemerintah Daerah Dinas; 

1. Menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan; 
m. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional; 
n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat; 

instansi 
laporan 

0 .. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan; dan 

p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. SUbbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Subbagian Keuangan. 

Pasa15 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja 
serta pelaporan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, 

evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas; 
b . Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap 

unit kerja Dinas; 
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c. Melaksanakan Penyiapan Bahan Koordinasi Penyusunan Kerangka Acuan 
kerja; 

d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 
teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 

e. Melaksanakan penylapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 
pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa16 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan 
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga 
serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, SUbbagian Umum dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana kantor; 
c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 
d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah; 
e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan 

ekspedisi Dinas; 
f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rap at dinas, 

keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk 

hukum; 
1. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar 

operasional prosedur tiap-tiap unit kerja; 
J. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas; 
k. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, 

peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai; 
m. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja 

pegawm; 
n. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas; 
o. Melaksanakan penyusunan bahan eValuasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasa17 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, 
penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 
keuangan. 

(2) Dalam menyelenggaran tugas pokok, Subbagian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 
lingkup Subbagian Keuangan; 

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas; 
c. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 
d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang 

keuangan; 
e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan Dinas; 
g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan; 
1. Melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah; 
J. Melaksanakan verifikasi keuangan; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

Pasa18 

(1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan serta pemantauan 
dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura 
dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional produksi tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan; 
b . Penyelenggaraan fasilitasi produksi tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan; dan 
c. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan 

perlindungan tan am an pangan, hortikultura dan perkebunan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura 
dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 
b . Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 
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c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 
penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan 
perkebunan; 

d. Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih 
tan am an pangan, hortikultura dan perkebunan; 

e. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan 
penerapan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan 
perkebunan; 

f. Menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, 
koordinasi penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim 
di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

g. Menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan 
panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

h. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 
dan 

1. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. Seksi Tanaman Pangan; 
b. Seksi Hortikultura; dan 
c. Seksi Perkebunan. 

Pasa19 

(1) Seksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf 
a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk 
teknis dan pelaksanaan pengembangan produksi, penumbuhan sentra 
produksi, identifikasi, kebutuhan benih atau bibit, pengadaan benih dan bibit 
serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi 
tanaman pangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Tanaman Pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a . Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Tanaman 

Pangan; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data pengembangan 

tanaman pangan; 
C. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi 

tanaman pangan; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi 

tan am an pangan; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih tanaman pangan; 
f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan peredaran mutu 

benih tanaman pangan dengan instansi terkait; 
g. Melaksanakan pembinaan dan penyiapan bahan untuk sertifikasi benih 

tanaman pangan; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih 

dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan; 
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1. Melaksanakan penYIapan bahan pengendalian serangan organlsme 
pengganggu tum buhan tanaman pangan; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan produksi benih dan penangkar 

benih tanaman pangan; 
k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan bencana alam 

dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan; 
1. Me1aksanakan penyiapan bahan pengembangan, pengendalian dan 

pengawasan dalam rangka peningkatan hasil tanaman pangan; 
m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Tanaman Pangan; dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 10 

(1) Seksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk 

teknis dan pelaksanaan pengembangan produksi, penumbuhan sentra 
produksi, identifikasi, kebutuhan benih atau bibit, pengadaan benih atau bibit 
serta me1aksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi 
hortikul tura. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Hortikultura sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Hortikultura; 
b. Me1aksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data pengembangan 

hortikultura; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi 

hortikultura; 
d. Melaksanakan penYIapan bahan petunjuk teknis pengembangan 

hortikultura; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi 

hortikul tura; 
f. Melaksanakan pemberian peningkatan mutu dan produksi hortikultura; 
g . Melaksanakan pemberian penerapan teknologi budidaya hortikultura; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan peredaran mutu 

benih dan bibit hortikultura dengan instansi terkait; 
1. Me1aksanakan pembinaan dan penyiapan bahan sertifikasi benih dan bibit 

hortikul tura; 
J. Me1aksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih 

dan pengembangan varietas unggul hortikultura; 
k. Melaksanakan pembinaan pengembangan produksi benih hortikultura; 
1. Melaksanakan penYIapan bahan pengendalian serangan organlsme 

pengganggu tumbuhan hortikultura; 
m . Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan produksi benih dan penangkar 

benih hortikultura; 
n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan bencana alam 

dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan hortikultura; 
o. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan, pengendalian dan 

pengawasan dalam rangka peningkatan hasil hortikultura; 
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p. Melaksanakan penYlapan bahan teknis perbenihan dan perlindungan 
hortikul tura; 

q. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Hortikultura; dan 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 11 

(1) Seksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk 
teknis dan pelaksanaan pengembangan produksi, penumbuhan sentra 
produksi, identifikasi, kebutuhan be nih atau bibit, pengadaan benih atau bibit 
serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan produksi 
perkebunan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Perkebunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perkebunan; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data pengembangan 

perkebunan; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan dan 

produksi perkebunan; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi 

perkebunan; 
e. Melaksanakan peningkatan mutu dan produksi perkebunan; 
f. Melaksanakan penerapan teknologi budidaya perkebunan; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan be nih 

dan pengembangan varietas unggul perkebunan; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan produksi benih dan penangkar 

benih perkebunan; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan bencana alam 

dan pengendalian serangan organlsme pengganggu tumbuhan 
perkebunan; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan, pengendalian dan 
pengawasan dalam rangka peningkatan hasil perkebunan; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan teknis perbenihan dan perlindungan 
perkebunan; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perkebunan; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Bidang Penyuluhan 

Pasal 12 

(1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan 
kebijakan di bidang Penyuluhan meliputi aspek kelembagaan penyuluhan dan 
sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha 
milik petani. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan 
kebijakan teknis penyuluhan; 

b. Penyelenggaraan fasilitasi penyuluhan meliputi kelembagaan penyuluhan 
dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan 

usaha milik petani; dan 
c. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a . Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Penyuluhan; 
b . Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penyuluhan; 
c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang 

penyuluhan; 
d. Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, dan 

penyelenggaraan penyuluhan; 
e. Menyelenggarakan fasilitasi bidang penyuluhan; 
f. Menyelenggarakan fasilitasi kelembagaan penyuluhan dan sarana 

prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik 
petani; 

g. Menyelenggarakan pengelolaan di bidang penyuluhan; 
h . Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi kerja sarna dengan 

instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; 
1. Menyelenggarakan integrasi, sinkronisasi lintas sektor optimalisasi 

partisipasi dan advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, 
dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan; 

J. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan 
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi 
bantuan keuangan dan hibah dalam aspek penyuluhan tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan peternakan; 

k. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan penyuluhan dan sarana 
prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik 
petani; 

1. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pengembangan 
kompetensi sumber daya manusia penyuluh; 

m. Menyelenggarakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil 
pelaksanaan penyuluhan pertanian; 

n . Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan; dan 

o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Penyuluhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan; dan 
b. Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani. 

-I 
I 
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Pasal 13 

(1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas 
pokok melaksanakan kegiatan fasilitasi, penguatan, supervisi, advokasi dan 
pengawasan kelembagaan penyuluhan dan saran a prasarana penyuluhan, 
koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penumbuhan dan pengembangan 
kelembagaan penyuluhan dan saran a prasarana penyuluhan tanaman 
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta pembinaan dan 
pengembangan ketenagaan penyuluh. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kelembagaan 
Sarana Prasarana Penyuluhan sebagaimana dimaksud 
mempunyai rincian tugas meliputi: 

Penyuluhan dan 
pada ayat (1) 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kelembagaan 
Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan; 

b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan 
penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan; 

c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan, reVlSl dan evaluasi program 
penyuluhan pertanian; 

d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek 
kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan; 

e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan 
ketenagaan penyuluh; 

f. Melaksanakan fasilitasi penguatan aspek kelembagaan penyuluhan dan 
sarana prasarana penyuluhan; 

g. Melaksanakan penyusunan data dan informasi terkait dengan implementasi 
norma, standar dan prosedur kelembagaan penyuluhan dan sarana 
prasarana penyuluhan; 

h. Melaksanakan penyusunan fasilitasi pengembangan kelembagaan 
penyuluhan dan saran a prasarana penyuluhan; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan supervisi dan advokasi pengembangan 
kelembagaan penyuluhan dan saran a prasarana penyuluhan; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan kelembagaan 
penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan; 

k. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil pelaksanaan 
lingkup Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana 
Penyuluhan; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, validasi, rekomendasi dan 
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi 
bantuan keuangan dan hibah/bantuan pemerintah aspek kelembagaan 
penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan; 

m. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai aspek 
kelembagaan penyuluhan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah 
Daerah; 

n. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan 
Sarana Prasarana Penyuluhan; 

o. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kelembagaan Penyuluhan 
dan Sarana Prasarana Penyuluhan; dan 

p . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal 14 

(1) Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b 
melaksanakan kegiatan fasilitasi, penguatan, 
pengawasan, koordinasi, pemantauan, dan 
kelembagaan petani dan badan usaha milik 
hortikultura, perkebunan dan peternakan. 

Milik Petani se bagaimana 
mempunyai tugas pokok 
supervlsl, advokasi dan 
evaluasi pengembangan 

petani tanaman pangan, 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kelembagaan Petani dan Badan 
Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian 
tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kelembagaan 

Petani dan Badan U saha Milik Petani; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan petani 

dan badan usaha milik petani; 
c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek 

kelembagaan petani dan badan usaha milik petani; 
d. Melaksanakan fasilitasi penguatan aspek kelembagaan petani dan badan 

usaha milik petani; 
e. Melaksanakan penyusunan bahan norma, stan dar dan prosedur 

kelembagaan petani dan badan usaha milik petani; 
f. Melaksanakan penyusunan fasilitasi pengembangan kelembagaan petani 

dan badan usaha milik petani; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi 

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 
h. Melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi 

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan; 
l. Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya 

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan; 
J. Melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama 

penyakit terpadu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
peternakan; 

k. Melaksanakan penyusunan bahan supervisi dan advokasi pengembangan 
kelembagaan petani dan badan usaha milik petani; 

l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan kelembagaan 
petani dan badan usaha milik petani; 

m. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pelaksanaan 
lingkup Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani; 

n. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, validasi, rekomendasi dan 
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi 
bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial aspek kelembagaan petani 
dan badan usaha milik petani; 

o. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai aspek 
kelembagaan petani dan badan usaha milik petani sebagai bahan 
perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; 

p. Melaksanakan pengendalian kegiatan kelembagaan petani dan badan usaha 
milik petani; 
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q. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kelembagaan Petani dan 
Badan Usaha Milik Petani; dan 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian 

Pasal15 

( 1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, 
pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan 
dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan perencanaan program prasarana dan saran a pertanian; 
b. Penyelenggaraan kebijakan teknis penyediaan dukungan infrastruktur 

pertanian; 

c. Penyelenggaraan kebijakan teknis potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi 
pertanian; 

d. Penyelenggaraan kebijakan teknis penyediaan, pengawasan, dan bimbingan 
penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian; 

e. Penyelenggaraan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan usaha 
pertanian; dan 

f. Penyelenggaraan pemberian fasilitasi investasi pertanian. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Prasarana dan Sarana 
Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Prasarana dan Sarana Pertanian; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

pengelolaan lahan dan air serta alat mesin pertanian; 
c. Menyelenggarakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian; 
d . Menyelenggarakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan 

irigasi pertanian; 
e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan dan usaha 

pertanian; 
f. Menyelenggarakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan 

pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian; 
g. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan 
h . Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; 
b. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan 
c. Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian. 
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Pasal 16 

( 1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air se bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan 
pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan air. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan pokok penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Pengelolaan Lahan dan Air; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan 

pengelolaan lahan dan air; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, sumber-sumber air, 

jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier; 
d. Melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan 

petani pemakai air dan perkumpulan petani pemakai air tanah; 
e. Melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, 

optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian; 
f. Melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi; 
g. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air 

untuk usaha tani; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan tata ruang 

dan tata guna lahan pertanian; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan 

pemakai air; 
J. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pengawasan tata ruang dan 

tata guna lahan pertanian wilayah Kabupaten; 
k. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan techno park; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengelolaan Lahan dan 
Air; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 17 

(1) Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian 
bimbingan teknis serta pemantauan, pengawasan dan evaluasi pupuk 
pestisida, alat dan mesin pertanian. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin 
Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pupuk 

Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; 
b . Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pupuk 

pestisida, alat dan me sin pertanian; 
c. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pupuk pestisida, 

alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten; 
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d. Melaksanakan pembinaan atau bimbingan penerapan standar mutu pupuk 
pestisida, alat dan mesin pertanian; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan pupuk 
pestisida, alat dan mesin pertanian; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan standar mutu pupuk 
pestisida, alat dan mesin pertanian; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan peredaran 
dan pendaftaran pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian; 

h. Melaksanakan penJamlnan mutu pupuk pestisida, alat dan mesm 
pertanian; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan 
Mesin Pertanian; dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 18 

(1) Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sosialisasi 
kredit usaha rakyat tani dan fasilitasi penerbitan rekomendasi calon peserta 
asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha tani sapi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pembiayaan dan Usaha 
Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembiayaan 

dan U saha Pertanian; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data kredit usaha rakyat 

tani, asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha tani sapi; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi calon peserta 

asuransi asuransi usaha tani padil asuransi usaha tani sapi; 
d. Melaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat tani; 
e. Melaksanakan koordinasi, penyusunan data dan target serta realisasi kredit 

usaha rakyat tani; 
f. Melaksanakan penyusunan Target dan Realisasi asuransi usaha tani padi 

dan asuransi usaha tani sapi; 
g. Melaksanakan penerbitan rekomendasi usaha pertanian; 
h. Melaksanakan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit 

ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar 
hewan dan rumah potong hewan; 

1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi lZln usaha pengecer (toko, retail, 
sub distributor) obat hewan; 

J. Melaksanakan pemberian rekomendasi 1zm tempat pelayanan Kesehatan 
hewan; 

k. Melaksanakan penYIapan bahan dan fasilitasi penerbitan rekomedasi izin 
usaha obat hewan; 

l. Melaksanakan penyiapan bahan izin atau rekomendasi usaha perbibitan 
ternak; 

m. Melaksanakan penyiapan rekomendasi izin usaha pemotongan hewan dan 
rumah potong hewan; 
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n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembiayaan dan Usaha 
Pertanian; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 6 
Bidang Peternakan dan Kesehatan Bewan 

Pasal19 

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Bewan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, 
pelaksanaan kebijakan dan pemberian pembinaan, pengembangan, 
pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan 
meliputi perbibitan ternak, pakan dan pengembangan peternakan, kesehatan 
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), 
Bidang Peternakan dan Kesehatan Bewan mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional perbibitan ternak, pakan dan 

pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 
veteriner; 

b. Penyelenggaraan fasilitasi perbibitan ternak, pakan dan pengembangan 
peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

c. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengembangan perbibitan 
ternak, pakan dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner; 

d. Penyelenggaraan pembinaan usaha sektor peternakan; 
e. Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan 
f. Pembinaan dan pengawasan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Peternakan dan Kesehatan 
Bewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Peternakan dan Kesehatan Bewan; 
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis meliputi perbibitan ternak, 

pakan dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan 
masyarakat veteriner; 

c. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya genetik hewan; 
d. Menyelenggarakan pengendalian, penyediaan dan pengawasan mutu bibit 

ternak, pakan ternak dan be nih atau bib it hijauan pakan ternak; 
e. Menyelenggarakan bimbingan penerapan peningkatan perbibitan ternak, 

pakan dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan 
masyarakat veteriner; 

f. Menyelenggarakan bimbingan penerapan teknologi perbibitan ternak dan 
pakan ternak; 

g. Menyelenggarakan pengendalian penyakit hewan dan penJamman 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

h. Menyelenggarakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; 
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1. Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik 
veteriner; 

J. Menyelenggarakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

k. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 

l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. Seksi Perbibitan Ternak; 
b. Seksi Pakan dan Pengembangan Peternakan; dan 
c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

Pasal20 

(1) Seksi Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) 
huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengembangan perbibitan 
peternakan, identifikasi, kebutuhan bibit ternak, pengadaan bib it serta 
melaksanakan monitoring dan evaluasi perbibitan ternak. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Perbibitan Ternak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Perbibitan 
Ternak; 

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data perbibitan ternak; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih atau bibit ternak; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran benih/bibit ternak; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan perbibitan 

ternak lokal; 
f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan unit 

perbibitan ternak serta rekomendasi izin pemasukan bibit ternak; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pelestarian sumber daya 

genetik hewan; 
h. Melaksanakan inventarisasi, analisis dan penyediaan kebutuhan sarana 

dan prasarana perbibitan ternak; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan perbibitan 

ternak; 
J. Melaksanakan pengawasan produksi dan peredaran mutu bibit dan benih 

ternak; 
k. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu bibit ternak; 
l. Melaksanakan penerapan teknologi perbibitan ternak; 
m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perbibitan Ternak; dan 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa121 

(1) Seksi Pakan dan Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
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bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis 
produksi pakan ternak dan pengembangan peternakan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pakan dan Pengembangan 
Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Pakan dan 

Pengembangan Peternakan; 
b. Melaksanakan inven tarisasi, identifikasi, analisis data pakan dan 

pengembangan peternakan; 
c. Melaksanakan penYlapan bahan kebijakan di Seksi Pakan dan 

Pengembangan Peternakan; 
d. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan produksi pakan dan 

penggunaan bahan baku pakan; 
e. Melaksanakan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan; 
f. Melaksanakan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak dan 

teknologi pakan ternak; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pengembangan budidaya 

ternak dan pakan ternak; 
h . Melaksanakan penyiapan bahan kemitraan peternakan; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan pengembangan 

peternakan; 
J. Melakukan penyiapan bahan pengujian bahan baku dan pakan ternak; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pakan dan Pengembangan 
Peternakan; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa122 

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan 
teknis serta pemantauan dan evaluasi di Seksi Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesehatan 

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang 

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 
c . Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran obat hewan; 
d. Melaksanakan penYlapan bahan pengamatan, pencegahan dan 

pemberantasan penyakit hewan; 
e. Melaksanakan Penyiapan Bahan Penetapan Persyaratan Teknis Kesehatan 

Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 
f. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan penanggulangan 

penyakit hewan menular serta zoonosis; 



21 

g. melaksanakan pengobatan penyakit hewan dan penanganan gangguan 
reproduksi ternak; 

h. melaksanakan penyiapan bahan penerapan penanganan limbah di unit 
usaha hewan dan produk hewan; 

1. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi unit usaha hewan dan produk 
hewan; 

J. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi unit usaha hewan dan produk 
hewan; 

k. menyelenggarakan pemberian rekomendasi/ izin praktek bagi petugas 
pelayanan kesehatan hewan; 

1. melaksanakan analisis resiko penyakit hewan dan produk hewan; 
m . melaksanakan pengawasan pemotongan hewan; 
n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 7 
Bidang Ketahanan Pangan 

Pasa123 

(1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, 
pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dalam upaya pemenuhan 
ketersediaan dan akses pangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ketahanan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; 
b. Penyelenggaraan koordinasi dan pendampingan di bidang ketahanan 

pangan;dan 
C. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Ketahanan Pangan; 
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis ketersediaan, distribusi, 

konsumsi dan keamanan pangan; 
C. Menyelenggarakan koordinasi dan pendampingan di bidang ketersediaan, 

distribusi, konsumsi dan keamanan pangan; 
d. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis ketersediaan, distribusi, 

konsumsi dan keamanan pangan; 
e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di Bidang 

Ketahanan Pangan; 
f. Menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas lingkup Bidang Ketahanan Pangan; dan 
g. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
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(4) Bidang Ketahanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; 
b. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan 
c. Seksi Distribusi dan Akses Pangan. 

Pasal24 

(1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (4) hurup a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengkajian, pemantapan 
serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang 
konsumsi pangan dan keamanan pangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Konsumsi dan Keamanan 
Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Konsumsi 

dan Keamanan Pangan; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi 

Konsumsi dan Keamanan Pangan; 
C. Melaksanakan pengelolaan, penghitungan dan analisa data konsumsi 

pangan, pola konsumsi pangan dan pola pangan harapan per tahun; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk 

ketahanan pangan keluarga dan penganekaragaman konsumsi pangan; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal, bahan 

promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman 
berbasis sumber daya lokal serta bahan pelaksanaan upaya penurunan 
konsumsi pangan non beras dan non terigu; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan informasi, pengolahan data dan analisis 
keamanan pangan segar asal tumbuhan; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan koordinasi di lingkup Seksi 
Konsumsi Dan Keamanan Pangan; 

h. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam 
rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan 
pangan lokal; 

1. Melaksanakan koordinasi pengawasan, informasi, kerja sarna dan 
kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, 
swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi 
pangan berbasis sumber daya lokal; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan Daerah serta 
sertifikasi j aminan keamanan pangan segar asal tum buhan; 

l. Melaksanakan pengembangan kelembagaan konsumsi dan keamanan 
pangan segar asal tumbuhan; 

m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Konsumsi dan Keamanan 
Pangan;dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasa125 

(1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, 
pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan 
(meliputi cadangan pangan pemerintah Daerah dan cadangan pangan 
masyarakat), penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur 
pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Ketersediaan dan Kerawanan 
Pangan se bagaiamana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketersediaan 
dan Kerawanan Pangan; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
koordinasi di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan 
kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang 
ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan 
pangan dan penyediaan infrastruktur pangan; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan 
kegiatan di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan 
kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan; 

e. Melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan 
Pemerintah Daerah; 

f. Melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah 
Kabupaten serta penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan 
pangan kabupaten; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan, bahan 
penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta bahan 
pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan; 

h. Melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca 
bahan makanan dan untuk penghitungan pola pangan harapan 
ketersediaan pangan; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketahanan 
pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan dan penyediaan 
infrastruktur pangan; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketersediaan dan 
Kerawanan Pangan; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 26 

(1) Seksi Distribusi dan Akses Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pengkajian serta pemberian 
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pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan, akses 
dan harga pangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Distribusi dan Akses Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Distribusi 

dan Akses Pangan; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang distribusi, akses dan harga pangan: 
c. Melaksanakan penyiapan data dan informasi jaringan distribusi pangan; 
d. Melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan 

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan harga minimum 

pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat: 
f. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan strategi dalam bidang 

distribusi, harga pangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap 
pangan; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan; 
h. Melaksanakan penyiapan pengumpulan data, pengolahan, analisis situasi, 

informasi pemasaran dan analisis harga pangan di tingkat produsen dan 
konsumen; 

1. Melaksanakan penYIapan bahan analisis dan kajian penyediaan 
infrastruktur pangan; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyediaan dan penyaluran 
pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan 
harga pangan; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pendampingan di 
bidang distribusi, akses dan harga pangan; 

l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Distribusi dan Akses 
Pangan;dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 8 
Bidang Perikanan 

Pasal27 

(1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan 
budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya 
perikanan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan 

budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya 
perikanan; 

b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan peningkatan 
produksi perikanan; 
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c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerja sarna di bidang perikanan; 

dan 
d. Penyelenggaraan pembinaan usaha dan perlindungan sumber daya 

perikanan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perikanan seba gaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Perikanan; 
b. Menyelenggara kan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, 

perikanan tangkap , s a ra na dan p rasarana perikanan ta ngka p serta usaha 
dan perlindungan sumber daya perikanan; 

c. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data perikanan 
bu didaya dan perikanan tangkap; 

d. Menyelenggarakan pembinaan, pen gawasan, pengendalian dan peningkatan 
produ ksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; 

e. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan 
produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap; 

f. Menyelengarakan pembin aan dan pengem bangan u saha di bidang 
perikanan; 

g. Menyelen garakan pembinaan da n pengembangan u saha di bidang 
perika nan; 

h. Menyelenggarakan koordinasi di bidang perikanan budidaya meliputi 
sara n a dan prasa rana perikan an budidaya, produksi perikanan budidaya 
dan u saha dan perlindu ngan sumber daya perikanan; 

1. Menyelenggarakan koord in a si di bidang perikanan tangka p melipu ti sarana 
dan prasarana perikan an tangkap, produksi perikanan tangkap da n usaha 
dan perlindu ngan sumber daya per ikanan; 

J. Menyelenggarak a n koordin asi penyusunan program penyuluh an perikanan; 
k. Menyelenggarakan pembin aan, fa silitasi dan pendampingan pelaksanaan 

kegiatan d i bidang perikana n bud idaya dan perikanan tangkap; 
l. Menyelenggara kan k oord inasi, pemantauan, evalua si dan pelaporan 

pelaksanaan tuga s lingkup Bidang Perikanan; dan 
m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri atas: 
a. Seksi Perikanan Budidaya; 
b. Seksi Perikanan Tangkap; dan 
c. Seksi Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan. 

Pasa128 

(1) Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) 
huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, supervlsl, evaluasi, pengembangan dan 
peningkatan kualitas pemberdayaan perikanan budidaya. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Perikanan Budidaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perikanan 
Budidaya; 
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b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman 
dan petunjuk teknis perikanan budidaya; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan untuk 
menumbuhkan minat masyarakat terhadap budidaya ikan; 

d. Melaksanakan pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat 
teknologi, tepat komoditi dan tepat pasar untuk mencapai target produksi 
di sentra-sentra kawasan perikanan budidaya dan balai benih ikan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan pem binaan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaa n pembinaan pembenihan ika n yang baik dan cara pembesaran 
ikan yan g ba ik; 

f. Mela kukan pengumpulan data, identifikasi da n analisis penyediaan benih 
ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu; 

g. Melaksanakan pen gu m pulan da n pengolahan data statistik perikanan 
budidaya; 

h. Melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelestarian calon 
induk d a n induk dan atau benih ika n ; 

1. Melaksanakan penyusunan teknis rencana pengembangan saran a 
pra sarana bu didaya ikan a ir tawar dan payau; 

J . Melaksanakan inventarisasi, iden tifikasi dan analisis sarana prasarana 
budidaya ikan air tawar dan payau ; 

k. Melaksanakan inventarisasi , identifika si da n a nalisis sarana prasarana 
balai ben ih ikan milik Pemerintah Daerah dan unit pembenih an rakyat; 

1. Mela k sanaka n in v n a risasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana 
budidaya ikan a ir tawar dan payau ; 

m. Melak sanakan inventa risas i, iden tifikasi dan analisis sa rana prasarana 
pembuatan pakan ikan dan pen ggunaan bahan baku pakan ikan; 

n. Mela ksanaka n penyusu nan tekn is pengelolaa n ser ta penggunaan sarana 
prasa ran a budidaya ikan a ir tawa r d n payau; 

o. Melaksanakan penyeba ran sarana prasarana budidaya ikan air tawar, 
payau da n laut ; 

p. Melaksanakan pengelolaan dan perbaikan sa lu ra n budidaya ikan air tawar 
dan payau; 

q. Melaksanakan penyusun an bahan koord in a s i, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pela ksana an tugas lingku p Seks i Perikanan Budidaya; dan 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa129 

(1) Seksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) 
huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi di 
bidang sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap 
dan pemberdayaan nelayan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Perikanan Tangkap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perikanan 

Tangkap; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman 

dan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan dan pengembangan produksi 
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perikanan tangkap, peraIran umum daratan dan penyelenggaraan 
pelelalangan ikan; 

c. Melaksanakan kebijakan dalam bidang produksi perikanan tangkap di 
wilayah kewenangan Daerah; 

d . Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik produksi 
tangkap, perarian umum daratan dan penyelenggaraan pelelangan ikan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan 
nelayan, kelemba gaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan 
diversifikasi usaha n elayan, serta bina in formasi da n penataan sentra 
nelayan di Kabu paten ; 

f. Melaksanakan pola pengembangan tempa t pelelanga n ikan yang tepat 
teknologi, tepat komoditi dan tepat pasar untuk meningkatkan usaha 
per ikanan tangka p da n perairan u m u m daratan; 

g. Melaksanakan inventarisasi, pen gelolaan dan analisis data nelayan di 
Daerah; 

h . Melaksan akan penyiapan bahan analisis strategi pemberdayaan nelayan 
kecil di Daerah; 

1. Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan nelayan dalam Daerah; 
J . melaksanakan penyiapan bahan fa silitasi kemitraan usaha, akses teknologi 

dan informa si nelayan; 
k. Melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan pihak terkait dalam 

rangka menjamin akses nelayan kecil terhadap sumber daya ikan dan 
lingkun gan nya; 

1. Melak sanakan penyusu nan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pela poran h a sil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perikanan Tangkap; dan 

m. Mela ksanakan tugas kedinasan la innya. 

Pa sa l 30 

(1) Seksi Usaha da n Perlindu ngan Sumber Daya Perikanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pa sal 27 ayat (4) huruf c mem pu nyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan keb ijakan teknis , pem binaan, supervisi, 
evaluasi, pengembangan dan peningkatan u sa h a perikana n dan pelaksanaan 
perlindungan sumber daya perikana n . 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Usaha dan Perlindungan 
Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
rincian tugas meliputi: 

a . Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi U saha dan 
Perlindungan Sumber Daya Perikanan; 

b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan serta 
pengembangan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan untuk 
menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran 
hasil perikanan serta perlindungan sumber daya perikanan; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan, bimbingan dan pembinaan untuk 
meningkatkan usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan 
evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pengolah dan pemasar hasil 
perikanan dan kelompok masyarakat pengawas; 
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f. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan 
fasilitasi kemitraan usaha, akses teknologi dan informasi, pengolah dan 
pemasar hasil perikanan serta kelompok masyarakat pengawas; 

g. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan 
pembinaan kelembagaan usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan 
serta kelompok masyarakat pengawas; 

h. Melaksanakan pembinaan usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan; 
1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik pengolah dan 

pemasar hasil perikanan; 
J. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan 

fasilitasi kemitraan usaha, akses teknologi dan informasi pengolah dan 
pemasar hasil perikanan; 

k. Melaksanakan bimbingan, pembina an dan penyuluhan serta promosi 
p roduk-produk olahan hasil perikanan; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan pem berian rekomendasi tanda pendaftaran 
usaha perikanan ; 

m. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan monitoring 
pencegahan dan penanggu langan pen cemara n lingkungan sumber daya 
perikanan serta dampak yang ditim bulkan; 

n. Melaksa nakan kegiatan fasilitasi dan pelayanan pemeriksaan kesehatan 
dan pencegahan penyakit ikan; 

o. Melaksanakan koordinasi inventarisasi, identifikasi da n analisis dan 
fasilitasi sarana prasarana pa sar ikan, pengolah dan pemasar hasil 
perikanan; 

p. Melaksanakan peman tauan dan pengawasan penangkapan ikan dan 
pengelolaan perairan umum daratan; 

q. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran serta 
pengguna an oba t ikan; 

r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan , evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tuga s lingkup Seksi U saha dan Perlindungan 
Sumber Daya Perikan an; dan 

s. Melaksanakan tuga s kedinasan lainnya. 

Paragraf 9 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pa sa131 

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf i berdasarkan bidang keahlian danl atau keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai 

kewenangannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 
yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 
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Paragraf 10 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BABIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 33 

Pada saat mulai berlakunya Peratu ran Bu pa t i in i, peja bat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasa kan Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Dengan berlakunya Peratura B pati ini, maka: 
a. Peratu ran Bupati Tasikmalaya Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Din as Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan 
b . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 91 Ta h un 2020 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; 
dicabut dan dinya ta kan tidak berlaku. 

Pasal 35 

Peraturan Bupati ini mu lai berlaku pada ta nggal diu n dangkan. 

Agar setia p ora n g men getahuinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini den gan penempa tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

AERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 59 


